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Abstract 
This study discusses the legal protection of consumer personal data in e-

commerce transactions and the regulation of consumer personal data in e-

commerce transactions. The method used in this research is normative legal 

research with a statute approach and a conceptual approach. The results 

show that the protection of personal data as part of privacy is a human right. 

This recognition is reflected in both the constitution and various regulations 

at the level of laws. However, no specific regulations are governing the pro-

tection of personal data at the statutory level. In Indonesia, there are no 

regulations on personal data in e-commerce transactions. This problem is 

only regulated in Article 26 of the ITE Law and several other articles. Legal 

protection for consumers in e-commerce transactions is needed to facilitate 

online consumer transactions. The goal is to enforce all transactions in the 

same way regardless of the medium selected. 

Abstraks 
Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap data 
pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce dan pengaturan terhadap 
data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil menunjukkan 
bahwa perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan 
hak asasi manusia. Pengakuan tersebut terefleksi, baik dalam konstitusi 
maupun beragam peraturan selevel undang-undang. Namun demikian, 
peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada 
level undang-undang belum dimiliki. Di Indonesia belum mempunyai pera-
turan terhadap data pribadi dalam transaksi e-commerce. Masalah ini hanya 
diatur dalam Pasal 26 UU ITE dan beberapa pasal lainnya. Perlindungan 
hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dibutuhkan untuk 
menfasilitasi transaksi konsumen secara online. Tujuannya untuk member-
lakukan semua transaksi dengan cara yang sama tanpa melihat media yang 
dipilih. 
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1. Pendahuluan  

Perkembangan teknologi digital telah 
membawa perubahan yang sangat cepat pa-
da semua aspek kehidupan, termasuk dalam 
dunia perdagangan. Transaksi perdagangan 
dapat dilakukan dengan mudah dan cepat-
melalui e-commerce. E-commerce merupakan 
proses transaksi perdagangan, baik itu ba-
rang, jasa maupun informasi dengan meng-
gunakan jaringan online internet (Amit & 
Zott, 2000; Khairandy, 2001; Irmawati, 2011; 
dan Hermawan & Sinaga, 2020). Dalam e-
commerce Kontrak ini dilakukan dengan me-
dia elektronik (digital medium) dimana para 
pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini 
terdapat di dalam jaringan umum dengan 
sistem terbuka, yaitu internet atau world wide 
web. Transaksi ini terlepas dari batas wilayah 
dan syarat nasional.  

Kehadiran e-commerce telah mampu 
meningkatkan aktivitas ekonomi yang signif-
ikan. Konsep e-commerce dengan kehadiran 
market placenya telah mengubah konsep ber-
transaksi. E-commerce telah lalu lintas per-
dagangan, baik itu local maupun secara in-
ternasional (Chen, 2017); (Dhaka, 2017); 
(Janow & Mavroidis, 2019); dan (Budiyanti et 
al., 2021). 

Perkembangan e-commerce yang meng-
gembirakan tersebut bukannya tanpa ken-
dala. Infrastruktur, keterbatasan sumber da-
ya manusia dan investasi sering menjadi 
penghambat untuk mengembangkan e-com-
merce (Kabanda & Brown, 2015; Firmansyah, 
2017; Setyadi, 2019; Ayuningrum, 2019; 
Bahtiar, 2020 dan Rachmasariningrum, 2020). 
Selain itu masih ada satu masalah yang san-
gat penting yang menjadi penghambat ber-
kembangnya e-commerce di Indonesia yaitu 
masalah peraturan yang mengatur khusus 
tentang e-commerce di Indonesia belum ada 
(Lukito, 2017; Anjani & Santoso, 2018; 
Setiantoro, Arfian; Putri, Fayreizha Destika ; 
Novitarani, Anisah; dan Njatrijani, 2018; 

Hidayah, 2019; dan Purwoko et al., 2021). 
Di negara maju, e-commerce sudah lama 

memiliki perangkat hukumnya (Barkatullah 
& Djumadi, 2018; Gao, 2018; dan Willemyns, 
2020). Amerika Serikat contohnya, pada tang-
gal 1 Oktober 2000 telah mengeluarkan Un-
dang-undang yang mengatur tentang e-
commerce dan tanda tangan digital. Bahkan 
jauh sebelum Amerika Serikat membuat Un-
dang-undang tersebut, Malaysia dan Singa-
pura yang merupakan negara tetangga Indo-
nesia telah membuat perangkat hukum yang 
mengatur keberadaan e-commerce dan tanda 
tangan digital (digital signature) sejak tahun 
1998. 

Data pribadi menjadi salah satu persoa-
lan penting dalam e-commerce.  Hal ini terkait 
dengan kerahasiaan dan perlindungan data 
pribadi (Nafi’ah, 2020; Mahira et al., 2020; 
Pranadita & Soeparna, 2020;  Haganta, 2020; 
Winarso et al., 2020; dan Belwal et al., 2020). 
Perlindungan data pribadi sangat mempe-
ngaruhi perkembangan ekonomi digital di 
suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. 
Data pribadi menjadi sebuah hal yang pent-
ing karena pengguna dalam jaringan tidak 
akan melakukan sebuah transaksi digital a-
pabila merasa keamanan akan privasi dan 
data pribadinya terancam (Girsang et al., 
2020; Khoa, 2020; dan Putri & Iriani, 2020). 
Salah satu perlindungan data pribadi terse-
but berkenaan bagaimana data pribadi terse-
but akan diproses termasuk data sensitif dari 
pengguna yang apabila disebarkan ke pihak 
yang tidak bertanggung jawab akan berpo-
tensi menimbulkan kerugian finansial, bah-
kan meng-ancam keamanan dan keselamatan 
pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul 
dari lemahnya perlindungan privasi dan data 
pribadi tersebut memiliki keterkaitan dengan 
pertubuhan ekonomi yang dihasilkan dari 
transaksi-transaksi dalam jaringan (online).  

Ketentuan hukum terkait perlindungan 
data pribadi di Indonesia sampai saat ini ma-
sih bersifat parsial dan sektoral (Suisno & 
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Ningtias, 2016; Palinggi & Limbongan, 2020; 
Niffari, 2020 dan Halimawan et al., 2020). In-
donesia memiliki aturan perlindungan data 
data pribadi yang tersebar di berbagai pera-
turan perundang-undangan, misalnya Un-
dang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi 
pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
mengatur data pribadi mengenai nasabah pe-
nyimpan dan simpanannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) 
mengkaji perlindungan hukum terhadap da-
ta pribadi konsumen dalam transaksi e-com-
merce, 2) mengkaji pengaturan terhadap data 
pribadi konsumen dalam transaksi e-com-
merce. 

2. Metode 

Metode yang digunakan dalam pene-
litian ini merupakan penelitian hukum nor-
matif.  Pendekatan yang digunakan pendeka-
tan statute approach dan conceptual approach. 
Bahan hukum yang digunakan berupa data 
kualitatif. Sumber hukum berupa data se-
kunder dari bahan hukum premier. Bahan 
hukum didapatkan dari peraturan perun-
dang-undangan terkait dengan perlindungan 
data pribadi di Indonesia. Teknik analisis 
data digunakan deskriptif kualitatif. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pri-
badi Konsumen dalam Transaksi E-Com-
merce. 

Penggunaan internet dalam berbagai 
bidang kehidupan bukan saja membuat sega-
la sesuatunya menjadi lebih mudah, tetapi 
juga melahirkan berbagai permasalahan ter-
masuk masalah hukum. Salah satu masalah 
hukum yang muncul yaitu masalah yang 
berkaitan dengan perlindungan data pribadi. 
Seringkali jika seseorang melakukan tran-
saksi transaksi atau pendaftaran di suatu or-

ganisasi atau di internet, maka pengguna 
harus mengirimkan data-data pribadi terten-
tu. 

Dalam hal perlindungan terhadap data 
pribadi, terdapat beberapa kategori subyek 
hukum yang harus diatur. Subyek hukum 
yang pertama adalah “Pengelola Data Pri-
badi” yaitu orang, badan hukum publik atau 
swasta dan organisasi kemasyarakatan lain-
nya yang secara sendiri ataupun bersama-
sama mengelola data pribadi. Pengelola Data 
Pribadi melakukan kegiatan “pengelolaan 
data pribadi” yang berupa kegiatan atau 
rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap 
data pribadi, baik dengan menggunakan alat 
olah data secara otomatis maupun secara 
manual, secara terstruktur serta meng-gu-
nakan sistem penyimpanan data, termasuk 
namun tidak terbatas pada kegiatan pem-
rosesan pengumpulan, penggunaan, peng-
ungkapan, penyebarluasan dan pengamanan 
data pribadi. 

Kerentanan sistem online, khususnya 
kemungkinan adanya gangguan informasi 
pribadi tentang keadaan keuangan atau me-
dis yang diberikan konsumen secara rutin 
kepada bank, pedagang eceran, agen asuran-
si dan perusahaan kartu kredit telah menam-
bah kekhawatiran konsumen yang meng-
gunakan transaksi online tanpa pengamanan 
yang memadai. Konsumen sebagai pihak 
yang membutuhkan produk seringkali sebe-
lum mulai melakukan transaksi diharuskan 
untuk memberikan informasi yang lengkap 
mengenai identitas diri atau perusahaan 
(apabila konsumennya adalah perusahaan). 
Hal yang wajar apabila produsen dapat me-
nilai kredibilitas konsumen, apakah kon-
sumen adalah pembeli yang sungguh-sung-
guh atau tidak (Mansyur dan Gultom, 2005). 
Pelayanan situs-situs internet dapat diakses 
tanpa harus menjadi anggota/member situs 
tersebut, misalnya situs-situs pada media-
media massa. Namun ada juga yang meng-
haruskan pengunjung/penggunanya untuk 
melakukan pendaftaran terlebih dahulu agar 
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dapat menikmati layanan situs tersebut, 
misalnya situs surat elektronik (e-mail), situs 
jual beli, situs jejaring sosial (sosial media), 
dan lain-lain.  

Pendaftaran pengguna tersebut tidak 
hanya dilakukan melalui deskstop/kmputer 
saja tetapi juga bisa melalui smartphone. Un-
tuk menjadi anggota pada umumnya sese-
orang diharuskan mengisi semacam formulir 
pendaftaran pada situs tersebut terkait in-
formasi-informasi pribadinya seperti nama, 
e-mail (jika ada), tempat tinggal, usia, jenis 
kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. 

Data pribadi merupakan data yang be-
rupa identitas, kode, simbol, huruf atau ang-
ka penanda personal seseorang yang bersifat 
pribadi. Istilah perlindungan data pertama 
kali digunakan di Jerman dan Swedia pada 
tahun 1970an yang mengatur perlindungan 
data pribadi melalui undang-undang. Alasan 
dibuatnya perlindungan karena pada waktu 
itu mulai dipergunakan komputer sebagai 
alat untuk menyimpan data penduduk, ter-
utama untuk keperluan sensus penduduk. 
Namun dalam praktiknya, telah terjadi ban-
yak pelanggaran yang dilakukan baik oleh 
pemerintah maupun pihak swasta. Karena 
itu agar penggunaan  data pribadi tidak dis-
alahgunakan maka diperlukan pengaturan 
(Dewi, 2016; dan Aswandi et al., 2020)  

Dalam hal perlindungan data pribadi, 
dikenal dua metode untuk melindungi suatu 
data pribadi, yakni pengamanan terhadap fi-
sik data pribadi itu sendiri dan melalui regu-
lasi yang bertujuan untuk memberi jaminan 
privasi terhadap penggunaan data pribadi 
tersebut. Dalam tataran regulasi, saat ini se-
tidaknya 107 negara telah memiliki undang-
undang perlindungan data pribadi. 

Perlindungan terhadap hak privasi in-
dividual dibuktikan dalam ketentuan Data 
Protection Act 1998 yang memungkinkan sub-
jek data untuk mendapatkan informasi ten-
tang pengolahan data pribadinya dan untuk 
mencegah beberapa jenis pengolahan data 

yang berlangsung bila dianggap akan mem-
bahayakan kepentingannya (Makarim, 2005). 
Data juga hanya boleh digunakan sepanjang 
diperlukan dan tidak boleh disimpan lebih 
lama dari seharusnya. Begitu kuatnya per-
lindungan terhadap data pribadi, Act ini 
bahkan melarang data pribadi ditransfer ke 
negara di luar Eropa kecuali apabila negara 
yang bersangkutan dapat menjamin perlin-
dungan data yang serupa. 

Tiap-tiap negara menggunakan peris-
tilahan yang berbeda antara informasi priba-
di dan data pribadi. Akan tetapi secara sub-
stantif kedua istilah tersebut mempunyai 
pengertian yang hampir sama sehingga ke-
dua istilah tersebut sering digunakan ber-
gantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Aus-
tralian menggunakan istilah informasi pri-
badi sedangkan negara-negara Uni Eropa 
dan Indonesia sendiri dalam UU ITE meng-
gunakan istilah data pribadi. 

Pada berbagai negara maju, digunakan 
juga istilah privacy/privasi sebagai hak yang 
harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk 
tidak diganggu kehidupan pribadinya. Kon-
sep privasi untuk pertama kalinya dikem-
bangkan oleh Warren dan Brandheis yang 
menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah 
Sekolah Hukum Universitas Harvard yang 
berjudul “The Right to Privacy” atau hak un-
tuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut 
menurut Warren dan Brandheis dengan ada-
nya perkembangan dan kemajuan teknologi 
maka timbul suatu kesadaran masyarakat 
bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa 
ada hak seseorang untuk menikmati hidup. 
Hak untuk menikmati hidup tersebut di-
artikan sebagai hak seseorang untuk tidak 
diganggu kehidupan pribadinya baik oleh 
orang lain, atau oleh negara. Oleh karena itu 
hukum harus mengakui dan melindungi hak 
privasi tersebut. Privasi merupakan suatu 
konsep yang sangat sulit untuk didefinisikan 
karena setiap orang akan memberi batasan 
yang berbeda tergantung dari sisi mana 



Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce 
Herdi Setiawan, Mohammad Ghufron AZ, dan Dewi Astutty Mochtar 

 

 

106 |MLR Volume 1 Nomor 2 2020  

 

orang akan menilainya.   
Sejak adanya PDPA 2010 tersebut, se-

tiap orang akan mendapat hak-hak baru sep-
erti hak untuk diinformasikan tentang data 
pribadinya serta hak untuk mengakses, me-
ngkoreksi dan juga mengkontrol pengolahan 
atau penggunaan data pribadi mereka oleh 
pihak lain. Transfer data pribadi lintas batas 
(cross-border transfer) juga diatur dalam 
PDPA. PDPA menetapkan bahwa tidak ada 
transfer data pribadi di luar Malaysia dapat 
terjadi kecuali pada tempat yang telah di-
tetapkan oleh Menteri Informasi, Kebuda-
yaan dan Komunikasi. Kemudian negara tu-
juan tempat data pribadi ditransfer wajib 
memiliki tingkat perlindungan yang me-
madai yang setidaknya setara dengan tingkat 
perlindungan yang diberikan oleh PDPA.  

Sampai saat ini masih terjadi ketidak-
pastian perlindungan privasi dan data pri-
badi, karena Indonesia belum mempunyai 
instrumen hukum yang responsif terhadap 
adanya kebutuhan masyarakat guna mem-
peroleh perlindungan yang lebih kuat. In-
strumen hukum perlindungan privasi dan 
data pribadi di era ekonomi digital setid-
aknya harus memenuhi 3 kriteria: (1) mem-
iliki karakter internasional; dan (2) merupa-
kan elemen perekat individu dan masyarakat 
ekonomi. Karakteristik pertama, perlindung-
an privasi dan data pribadi harus juga di-
tunjang dengan pengaturan-pengaturan yang 
sifatnya lintas batas negara. Aturan semacam 
ini diantaranya adalah a-turan bahwa trans-
fer privasi dan data pribadi ke luar wilayah 
negara harus memerlukan persetujuan khu-
sus, dan hanya dapat dilakukan ke negara 
yang memiliki perlindungan privasi dan data 
pribadi setara. Karakteristik kedua, dalam 
konteks era ekonomi digital, perlindungan 
privasi dan data pribadi harus juga menca-
kup perlindungan hak personal. Dengan kata 
lain selain harus merupakan hak-hak negatif 
yang menuntut negara tidak melakukan 
sesuatu agar hak tersebut terpenuhi, juga ha-
rus merupakan hak-hak positif yang peme-

nuhan haknya yang hanya bisa dila-kukan 
dengan peran aktif dari negara.  

Sampai saat ini, konsumen di Indonesia 
masih menggunakan hukum perlindungan 
konsumen yakni UU No. 8 Tahun 1999, mes-
kipun belum mengatur perlindungan hukum 
bagi konsumen dalam transaksi e-commerce, 
namun sudah diatur mengenai hak-hak kon-
sumen dan perlindungan hukum bagi kon-
sumen secara umum.  

Pengaturan Terhadap Data Pribadi Kon-
sumen dalam Transaksi E-Commerce. 

Sampai sejauh ini Indonesia belum 
memiliki kebijakan atau regulasi mengenai 
perlindungan data pribadi dalam satu pera-
turan khusus. Pengaturan mengenai hal ter-
sebut masih termuat secara terpisah di be-
berapa peraturan perundang-undangan dan 
hanya mencerminkan aspek perlindungan 
data pribadi secara umum. 

Pengaturan mengenai perlindungan 
terhadap data pribadi pengguna internet le-
bih lanjut terdapat dalam UU ITE. UU ITE. 
memang belum memuat aturan perlindung-
an data pribadi secara khusus. Meskipun de-
mikian, secara implisit UU ITE. memuncul-
kan pemahaman baru tentang perlindungan 
terhadap keberadaan suatu data atau infor-
masi elektronik baik yang bersifat umum 
maupun pribadi. Penjabaran tentang data 
elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut 
oleh UU ITE dalam PP PSTE. 

Perlindungan data pribadi dalam se-
buah sistem elektronik di UU ITE meliputi 
perlindungan dari penggunaan tanpa izin, 
perlindungan oleh penyelenggara sistem el-
ektronik, dan perlindungan dari akses dan 
interferensi ilegal. Terkait dengan perlindu-
ngan data pribadi dari penggunaan tanpa 
izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa 
penggunaan setiap data pribadi dalam se-
buah media elektronik harus mendapat per-
setujuan pemilik data bersangkutan. Setiap 
orang yang melanggar ketentuan ini dapat 
digugat atas kerugian yang ditimbulkan. 
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Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE 
menyatakan bahwa data pribadi merupakan 
salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. 
Sedangkan, definisi data pribadi dapat di-
lihat dalam Pasal 1 PP PSTE yaitu data pero-
rangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan 
dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasi-
aan. 

Penjelasan pasal 26 ayat (1) UU ITE ju-
ga menerangkan lebih jauh tentang penger-
tian hak pribadi. Isi penjelasan itu adalah 
sebagai berikut: Dalam pemanfaatan Tekno-
logi Informasi, perlindungan data pribadi 
merupakan salah satu bagian dari hak pri-
badi (privacy rights). Hak pribadi mengan-
dung pengertian sebagai berikut: 1) Hak 
pribadi merupakan hak untuk menikmati 
kehidupan pribadi dan bebas dari segala 
macam gangguan; 2) Hak pribadi merupakan 
hak untuk dapat berkomunikasi dengan O-
rang lain tanpa tindakan memata-matai; 3) 
Hak pribadi merupakan hak untuk menga-
wasi akses informasi tentang kehidupan 
pribadi dan data seseorang; 4) Bila ditarik 
penafsiran secara umum, maka perlindungan 
data sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-
pasal selanjutnya di UU ITE, yaitu pada Pasal 
30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk 
ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang 
Dilarang. Secara tegas UU ITE melarang 
adanya akses secara melawan hukum kepada 
data milik orang lain melalui sistem elek-
tronik untuk memperoleh informasi dengan 
cara menerobos sistem pengaman. 

Walaupun telah diatur secara umum 
dalam UU ITE dan dalam beberapa pera-
turan perundangan lainnya, namun Indone-
sia dirasa sangat perlu untuk segera membu-
at suatu aturan khusus mengenai perlin-
dungan data pribadi. Salah satu alasan uta-
manya yaitu guna meningkatkan nilai eko-
nomi Indonesia dalam pergaulan bisnis di 
dunia internasional. Apabiila Indonesia su-
dah memiliki peraturan yang tegas dan me-
madai, maka negara-negara maju seperti ne-

gara Uni Eropa atau Singapura tidak lagi se-
gan untuk melakukan hubungan bisnis de-
ngan masyarakat Indonesia melalui dunia 
maya, karena dalam hubungan bisnis itu 
otomatis akan dilakukan transfer of data, 
dimana peraturan di negara maju menegas-
kan bahwa transfer data hanya dapat dila-
kukan ke negara yang memiliki perlindung-
an privacy yang sama kuatnya. 

Selain alasan ekonomi, kebijakan priva-
si harus diperkuat sebagai bagian dari hu-
kum mengenai hak asasi manusia. Privasi 
merupakan bagian dari hak asasi manusia 
dan pengaturan yang khusus mengenai per-
lindungan data pribadi merupakan salah 
cara untuk menghormati hak ini. 

Di Indonesia, ada kecemasan tentang 
perlindungan untuk privasi dan perlin-
dungan data pribadi karena hingga saat ini 
belum ada undang-undang yang secara jelas 
dan spesifik mengatur hal tersebut. Oleh ka-
rena itu, privasi dan masalah perlindungan 
data pribadi telah menjadi agenda mendesak 
di era modern saat ini. Banyak negara yang 
telah menerapkan peraturan khusus me-
ngenai perlindungan hukum bagi data pri-
badi, namun tidak demikian halnya di Indo-
nesia. Perkembangan teknologi informasi 
dan terus meningkatnya pengguna jasa la-
yanan internet di Indonesia semakin menun-
jukkan perlunya pengaturan khusus untuk 
melindungi privasi dan data pribadi di Indo-
nesia.  

UU ITE mengatur mengenai data pri-
badi, namun UU ITE tidak memberikan de-
finisi dari data pribadi itu sendiri. Termi-
nologi data pribadi diberikan dalam pera-
turan di bawah undang-undang di antaranya 
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Tran-
saksi Elektronik (PP 18/2012), Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 
Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pri-
badi Dalam Sistem Elektronik (Permenkoinfo 
20/2016). Termasuk pula aturan pelaksanaan 
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yang bersifat sektoral seperti Surat Edaran 
OJK No.014/SEOJK.07/2014 tentang Keraha-
siaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi 
Konsumen (SEOJK 014/2014).  

Sebagai salah satu aturan pelaksana 
yang diamanatkan dalam UU ITE, PP No.82/ 
2012 membebankan tanggung jawab kepada 
penyelenggara sistem elektronik untuk men-
jaga keutuhan data pribadi serta mensya-
ratkan persetujuan pemilik data terhadap 
setiap perolehan, penggunaan, pemanfaatan 
dan pengungkapan data pribadi. Namun 
demikian, PP No.82/2012 tidak merefleksi-
kan prinsip-prinsip dasar perlindungan data 
pribadi secara lebih detail. Asas-asas perlin-
dungan data pribadi dan pengaturan lebih 
komprehensif muncul pada level regulasi 
yang lebih rendah, yakni Permenkoinfo No. 
20/2016. Lingkup perlindungan data pribadi 
dalam sistem elektronik dalam Permenkon-
info No.20/2016 mencakup perlindungan 
terhadap perolehan, pengumpulan, pengo-
lahan, penganalisisan, penyimpanan, pe-
nampilan, pengumuman, pengiriman, penye-
barluasan, dan pemusnahan data pribadi. 
Perlindungan data pribadi juga diatur pada 
peraturan pelaksana yang bersifat sektoral 
seperti perlindungan data pribadi bagi kon-
sumen yang diatur dalam peraturan Bank 
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. De-
ngan demikian, pengaturan perlindungan 
data pribadi di Indonesia saat ini masih 
bersifat sektoral.  

4. Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Perlindungan data pribadi merupakan 
bagian dari privasi merupakan hak asasi ma-
nusia. Pengakuan tersebut terefleksi, baik 
dalam konstitusi maupun beragam peraturan 
selevel undang-undang. Namun demikian, 
peraturan yang khusus mengatur mengenai 
perlindungan data pribadi pada level un-
dang-undang belum dimiliki. Indonesia sam-
pai saat ini belum mempunyai peraturan ter-

hadap data pribadi dalam transaksi e-com-
merce. Masalah ini hanya diatur dalam Pasal 
26 UU ITE dan beberapa pasal lainnya. Per-
lindungan hukum bagi konsumen dalam 
transaksi e-commerce dibutuhkan untuk men-
fasilitasi transaksi konsumen secara online. 
Tujuannya untuk memberlakukan semua 
transaksi dengan cara yang sama tanpa 
melihat media yang dipilih, penting untuk 
menghilangkan rintangan hukum yang ada 
dan untuk membahas masalah-masalah baru 
yang utama bagi media elektronik. 

Saran 

Dalam era digital, maka penggunaan 
data-data elektronik terkait dengan data pri-
badi akan semakin besar digunakan. Untuk 
melindungi customer, maka diperlukan pera-
turan-peraturan yang mampu menjaga pri-
vasi konsumen. Diperlukan pengaturan-pe-
ngaturan yang dapat menjaga lalu lintas data 
bukan hanya dalam satu negara namun juga 
antar negara.  
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